PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 11TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

Menimbang :

Mengingat

BANK PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI PURWOREJO,

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan
Daerah, perlu meletakkan dasar-dasar pengelolaan
Perusahaan Daerah yang disesuaikan dengan prinsip
otonomi daerah dan perkembangan keadaan;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Purworejo dipandang sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan
tuntutan kebutuhan, sehingga perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang
baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Purworejo;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan  Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2008 Nomor 4);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUSAHAAN

DAERAH BANK PERKREDITAN  RAKYAT BANK
PURWOREJO.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.
5

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo yang
selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Purworejo adalah Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang
dipisahkan.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah
Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan kekuasaan tertinggi PD.
BPR Bank Purworejo.

Pemegang Saham adalah Pemegang Saham PD. BPR Bank Purworejo
yaitu Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Purworejo.
Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Purworejo.

Pejabat eksekutif adalah pejabat PD. BPR Bank Purworejo yang
bertanggung jawab langsung kepada direksi bank atau perusahaan atau
mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau
perusahaan.

Pejabat Struktural adalah Pejabat PD. BPR Bank Purworejo yang
menduduki jabatan dalam struktur organisasi PD. BPR Bank Purworejo.
Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan
pengawas Intern PD. BPR Bank Purworejo.

Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Purworejo.

Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji
pegawai PD. BPR Bank Purworejo.

Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/ suami dan anak.
Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
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18. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang
ditetapkan oleh direksi.

19. ljazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah/ pendidikan negeri/
swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia.

20. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai
dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB Il
PERUBAHAN NAMA
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten Purworejo yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Purworejo, diubah

namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Purworejo.

BAB Il
BENTUK BADAN HUKUM
Pasal 3

PD. BPR Bank Purworejo merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang
berbentuk Perusahaan Daerabh.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4
(1) PD. BPR Bank Purworejo berkedudukan di Ibukota Kabupaten Purworejo.
(2) PD. BPR Bank Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit

Pelayanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
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BAB V
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

PD. BPR Bank Purworejo dalam melakukan usahanya berdasarkan azas
Demokrasi Ekonomi Pancasila, dengan prinsip profesionalisme dan kehati-
hatian.

Pasal 6

PD. BPR Bank Purworejo didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu
dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di
segala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB VI
KEGIATAN USAHA
Pasal 7

(1) Kegiatan Usaha PD. BPR Bank Purworejo adalah:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lain yang dipersamakan
dengan itu;

b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan kepada
Usaha Kecil dan Menengah,;

c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan di Bank lainnya;

d. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan atau lembaga
lainnya;

e. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi
pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PD. BPR Bank Purworejo tidak bergerak dalam bidang lalu lintas giral,
bidang usaha valuta asing, perasuransian dan kegiatan usaha lain yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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